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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
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dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

‘ alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

< ba' b be

z ta' t te

& sa' s es (dengan titik di atas)
z jim j je

z ha' h, ha (dengan titik di bawah)
¢ kha' kh ka dan ha

] dal d de

3 zal z zet (dengan titik di atas)
J ra' r er

J zai y/ zet

o sin s es

S syin sy es dan ye
Ul sad S es (dengan titik di bawah)
ua dad, d de (dengan titik di bawah)
b Ta' i te (dengan titik di bawah)
L Za' z zet (dengan titik di bawah)
¢ 'ain : koma terbalik di atas

d gain g ge

- fa' i ef

S qaf q qi

- kaf k ka
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J lam I ‘el
A mim m 'em
O nun n 'en
3 wawu w w
> ha' h ha
e hamzah ‘ apostrof
¢ ya y ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap
Cpaxtia ditulis muta‘aqqidin
3ac ditulis ‘iddah
C. Ta' marbutah
1. Bila dimatikan ditulis h
a ditulis hibbah
3, ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke

dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

a. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h
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karamah al-auliya'
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b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah
ditulis t.
il 318 5 Ditulis zakatul fitri

D. Vokal Pendek

o Kasrah ditulis i
fathah ditulis a
dammah ditulis u
E. Vokal Panjang
1 fathah + alif ditulis a
aglals ditulis jahiliyyah
2 fathah + ya' mati ditulis a
. ditulis yas‘a
i kasrah + ya' mati ditulis !
ditulis karim
a5
4 ditulis i
dammah + wawu mati
) ditulis furiid,
Uas A
F. Vokal Rangkap
1 Fathah + ya' mati ditulis ai —‘
aSin ditulis bainakum
2 fathah + wawu mati ditulis au
Js ditulis Qaulun
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G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
f.:ﬁ“ ditulis a'antum —‘
el ditulis u'iddat
- - ditulis la'in syakartum
S ol y

H. Kata Sandang Alif + Lam
a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Ol ditulis al-Qur' an
skl ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

elaudl ditulis as-Sama'
2)) ditulis asy-Syams

1. Penulisan Kata-kata dalanrRangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

oag il 5 94 Ditulis zawT al-furtid,
FEWR) dﬁ‘ Ditulis ahl as-sunnah
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ABSTRAK

Pada skripsi ini saya menjelaskan bahwa pengertian dari pembunuhan itu sendiri
adalah suatu kejahatan dengan menghilangkan jiwa seseorang, sedangkan yang dimaksud
pembunuh bayaran yaitu pembunuhan yang dilakukan tidak hanya dengan satu orang
melainkan beberapa orang berdasarkan kesepakatan dan bagi yang menyuruh sudah
direncanakan terlebih dahulu. sedangkan bagi pelaku pembunuhan tersebut melakukan
perbuatan itu hanya berdasarkan upah atau imbalan berupa uang.

Penulis mengangkat judul ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana tindak
pidana pembunuh bayaran dalam KUHP. Dan bagaimana pula pandangan hukum
pidana Islam terhadap pembunuh bayaran khususnya dalam pertanggungjawaban pidana
dan sanksi. Kalau dalam hukum positif tidak adanya pertanggungjawaban pidana kecuali
pertanggungjawaban pidana tersebut ditegakkan atas tiga hal, yaitu : adanya perbuatan
yang dilarang, dikerjakan dengan kemauan sendiri, pembuatnya mengetahui terhadap
akibat perbuatan tersebut.

Kalau ketiga perkara tersebut ada maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana,
akan tetapi kalau tidak ada maka tidak ada pula pertanggungjawaban pidana. sedangkan
dalam hal ini adanya perbuatan yang dilarang yaitu melakukan pembunuhan akan tetapi
tidak dikerjakan sendiri melainkan bersama-sama dan mencapai kesepakatan dengan
diberi imbalan baik harta ataupun berbentuk uang. sedangkan dalam hukum pidana Islam
menurut Abu Hanifah dalam pertanggungjawaban pidananya, penyuruh dan yang
menyuruh sama-sama dihukum berat, dan kepada pelaku pembunuh bayaran fersebut
dikenakan ta'zir sedangkan yang menyuruh dikenakan hukum gishas. Menuryt Byafi'l,
pembunuh bayaran bertanggung atas kematian korban sedangkan yang mp{gyuruh
dikenakan ta'zir. '

Berlakunya hukum gishas dalam hal ini adalah yang menyuruh harus dikengkan-.
hukum qisas kecuali ada unsur pemaaf dari pihak korban. adapun sanksi dari pembunuks
bayaran ini adalah kalau dalam hukum positif dikenakan hukuman pokok, hukum pokok
yang dimaksud adalah hukuman penjara dalam hal ini masing-masing sipelaku dikenakan
hukuman penjara akan tetapi yang menyuruh atau yang membayar lebih berat
hukumannya. Sedangkan dalam hukum pidana Islam hukumannya adalah bagi pelaku
sebenarnya dikenakan hukuman qishas sedangkan yang dibayar dikenakan hukuman
ta’zir. hukuman gishas bisa dilaksanakan kalau ada maaf dari pihak korban.
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau
norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan
bersama yang tertib dan tentram. Di dalam pergaulan tersebut, manusia
mendapatkan  pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi
kebutuhan-kebutuhan pokok antara lain mencakup sandang, pangan dan
keselamatan jiwa.'

Untuk mengatur hal tersebut Allah SWT menurunkan pedoman
kepada hambanya berupa Al-Qur'an dimana di dalamnya merupakan dasar
hukum dan pijakan di dalam hukum pidana Islam. Dimana ditetapkan bahwa
balasan untuk suatu perbuatan harus sebanding dengan perbuatan itu. Melihat
pada jenis kejahatan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, dapat kita ketahui
bahwa kejahatan pembunuhan adalah kejahatan terhadap jiwa schingga
ditentukan sendiri oleh Al- Qur'an.?

Di dalam Islam pembentukan hukum didasari atas perlindungan
terhadap lima hal yaitu : perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan dan
harta. Perlindungan terhadap lima hal itu sering kita namakan dengan magasid
asy-syari‘ah dan sebagai aplikasi perlindungan terhadapnya maka diatur

sanksi-sanksi hukumnya secara spesifik.

! Soerjono Soekamto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1994)
cet. VII, hlm. 59.

2 Marsum, Jinayah-Hukum Pidana Islam, (Jogjakarta: FH UIL, 1984),cet. I1, him. 1.



Hukum Islam mempunyai dua istilah yang sering digunakan untuk
istilah tindak pidana, yakni jinayah dan jarimah. Istilah jinayah oleh sebagian
fugaha mempunyai pengertian yang sama dengan istilah jarimah yaitu
larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allab dan hukuman hadd atau
ta’zir.

Para ahli hukum Islam sering menggunakan istilah jinayah untuk
kejahatan. Jinayah adalah suatu kata dalam bahasa Arab yang berarti setiap
kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan menurut ‘Abd al-
Qadir ‘Audah, jinayah menurut bahasa sebuah nama yang pada esensinya
seseorang itu mengacu kepada tindakan preventif seperti, kriminal, pelaku
kejahatan, dan orang yang bersangkutan. Menurut Sayyid Sabiq, adapun
mengenai jinayat yang disebutkan dalam konstitusi adalah merupakan
tindakan-tindakan yang paling berbahaya.

Pada pasal sepuluh dari undang-undang tindak pidana Mesir
disebutkan bahwa jinayat adalah tindakan kriminalitas yang membawakan
pelakunya kepada hukuman mati atau kerja keras dalam waktu yang terbatas
atau penjara.’ Untuk lebih jelasnya jinayah adalah perbuatan-perbuatan yang
dilarang oleh Allah yang berkaitan dengan jiwa, harta dan lainnya.® Seperti:

pembunuhan melukai dan menganiaya. Ahli-ahli hukum keberatan dipakainya

3 Almawardi, al-Ahkam Sulthoniyah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), him. 24.

* Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, (Bandung: Asy-Syammil, 2001), cet
II, hlm. 132.

5 Sayyid Sabbiq, Figh as-Sunnah, Alih Bahasa oleh: H. A. Ali (Bandung: al-Ma'arif,
1995), cet. VIIjild X, him. 12.

¢« Abd al-Qadir ‘Audah, at-Tasyri* al-Jind'i al-Islami, (Beirit: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t),
1: 167.



istilah tersebut dihukum dengan hudud atau gishas. Sebagaimana yang
dikemukakan oleh ahli hukum lainnya keberadaan hukum jinayah di dalam

syariat didasarkan kepada nash Al-Qur’an:

10 3325 (Sad I Ll 85 ol ¢Sy

Latar belakang dari masalah tema di atas yaitu seseorang melakukan
tindak pidana dengan sengaja berupa berencana yang mana di sini dikatakan
bahwa ia adalah seorang pembunuh bayaran dalam arti kata dia tidak sebagai
obyek melainkan pesuruh.

Pengertian menyuruh berbuat dirumuskan dalam ketentuan hukum
tetapi merupakan peristiwa hukum yang nyata, di mana orang yang disuruh
untuk  melakukan suatu  tindakan pidana, maka tidak dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu orang
yang menyuruh berbuat mengambil tempat atau posisi orang yang melakukan
tindakan pidana tersebut.

Salah satu tindak pidana pembunuhan misalnya hukum qishas
berlaku bagi orang yang berbuat sebagai ganti orang yang melakukan atau
mubasyir. Oleh karena itu, berdasarkan kenyataan ini, maka tindak pidana
yang dilakakukan oleh orang menyuruh berbuat, sama dengan tindak pidana
yang dilakukan oleh seorang mukallaf selaku mubasyir. Walaupun dalam

kenyataannya orang yang menyuruh tidak turut ambil bagian dalam perbuatan

7 Al-Baqarah (2) : 179.



pidana tersebut secara fisik.® Oleh karena itu, si penulis mengangkat judul ini
sebagai skripsi guna mengetahui pertanggung jawaban pidana dalam hukum
Islam terhadap pelaku pembunuh bayaran tersebut yang mengacu kepada
hukuman yang akan diberikan.

Adapun pada pembunuhan terdapat kasus yang serupa yaitu, majelis
hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta pusat telah mengganjar 15 tahun
penjara untuk Tommy Soeharto, karena terbukti secara sah bersalah
menyimpan senjata api, membujuk untuk melakukan pembunuhan, dan aktor
intelektual pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita. Vonis itu
dijatuhkan kepada Tommy tepat setahun setelah peristiwa pembunuhan
tersebut ( 26 Juli 2002). Sebelumnya Noval dan Mulawarman, penembak
Hakim agung pada 26 Juli 2001, telah dijatuhi hukuman seumur hidup.’
Dalam hal ini yang menjadi pembunuh bayaran adalah Noval dan
Mulawarman sedangkan otak dari kejahatan ini adalah Tommy soeharto itu
sendiri, dan dikenakan Pasal 475 ayat (1) dalam KUHP yang lama dengan
memakai RKUHP 1999-2000 yang berburyi : “ setiap orang yang merampas
nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling
lama 15 tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun. “ketetapan ini sama dengan
Pasal 338 KUHP yang ada sekarang.

Mereka yang memahami syari’at Islam, khususnya hukum qishas

sebagai solusi untuk mengatasi pelaku kejahatan yang mengakibatkan

8 Haliman, Hukum Pidana Syari'at [slam, Menurut Ajaran Ahlu Sunnah Wa al- Jama'ah,
(Jakarta: Bulan Bintang, 1970), him. 231-232.

® Tommy Soeharto, Kasus Tentang Pembunuh Bayaran dengan penembakan terhadap
Hakim Agung Syaifiuddin Kartasasmita, (Jakarta : 2001).



kematian, niscaya terpukul oleh keputusan hakim tersebut. keputusan yang
tidak adil itu akan mempengaruhi dan dapat menghilangkan rasa keamanan
masyarakat secara menyeluruh, akibat masih adanya rasa was-was akan
pembalasan yang sangat mungkin terjadi pada waktu yang akan datang.
Pembalasan itu bisa saja dilakukan oleh pelaku yang sama atau suruhannya
setelah ia keluar dari penjara atau sebaliknya, bisa juga balas dendam dari
pihak ahli waris korban yang merasa kecewa dengan hukuman yang tidak
setimpal.

Jika pembunuhan ini dilakukan dalam hukum pidana Islam adalah
istilah hukum gqishas yang mana artinya pembalasan, maka ketika pelaku
membunuh dengan cara menembak maka dibalas dengan menembak pula,
kecuali ahli waris korban memaafkan, dan pelakupun bebas secara murni. dan

jika ahli waris meminta diyat (denda) maka wajib memenuhinya.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan
pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana tindak pidana pembunuhan bayaran dalam KUHP.
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pembunuh bayaran

khususnya dalam pertanggungjawaban pidana dan sanksi.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.
Sesuai dengan pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini
1. Twuan:
a. Untuk mendeskripsikan tentang pertanggungjawaban pidana dalam
hukum Islam terhadap pelaku pembunuhan bayaran.
b. Berusaha mendeskripsikan sanksi atau hukuman pelaku pembunuh
bayaran.
2. Kegunaan.
Sebagai sumbangan pemikiran terhadap hukum Islam dalam hal

pertanggungjawaban pidana terhadap pembunuhan bayaran.

D. Telaah Pustaka

Setelah penulis mengadakan pelacakan literatur yang membahas
tentang pembunuh bayaran, ternyata sering terjadi dikarenakan merupakan
tindak pidana pembunuhan yang disengaja, direncanakan sebelumnya akan
tetapi di bawah suruhan orang lain.

Antara lain perbuatan ini dapat dianalisis dalam fakta yang
merupakan program stasiun TV swasta yaitu ANTV. Yang mana peristiwa
tersebut terjadi di propinsi Jawa Tengah tepatnya di Wonogiri ada petani kaya
yang mempunyai istri empat dengan nama mbah Karto Wiyono. Motif
pembunuhan ini adalah pembalasan seorang korban yang bernama
Ridwan,dan pernah menculik istri mbah Karto Wiyono yang ke-2. peristiwa

ini terjadi di Gunung Giri pada tanggal 1 Februari 2000. dengan ini mbah



Karto Wiyono membayar 3 orang pemuda sebagai pembunuh bayaran dengan
imbalan 1 orang pembunuh sebesar Rp. 1.000.000 ke-3 pemuda ini adalah :
Sunando, Agus Sunarno, Sentot Hidayat.dengan ini polisi masih memeriksa si
korban dan tersangka dan pembunuhan ini direncanakan yaitu Pasal 340
KUHP untuk mbah Karto Wiyono dikenakan hukuman penjara 15 tahun atau
mungkin lebih, sedangkan ke-3 pemuda tesebut sebagai pelaku pembunuh
bayaran untuk sementara dikenakan hukuman 3 bulan penj ara."

Sedangkan sanksi dalam hukum pidana Islam dalam kasus di atas
adalah sama-sama membunuh dan Menurut Abu Hanifah si pesuruh tidak
dianggap sebagai pelaku langsung kecuali bila suruhannya itu sudah sampai
pada tingkat paksaan.

Di dalam kasus suruhan yang tidak sampai pada tingkat paksaan,
yang disuruh itu harus bertanggung jawab atas kematian korban, sedangkan
yang menyuruh dikenakan sanksi ta’zir.

Selain itu literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah ini adalah
- Kitab ‘Abd al-Qadir ‘Audah ar-Tasyri’al-Jina'i al-Islami, yang mana para
ahli figh menjelaskan bahwasanya orang yang menyuruh dan pelaku kejahatan
sama-sama diberikan sanksi yang setimpal akan tetapi si pesuruh lebih kuat /
lebih berat hukumannya dari si pelaku.”

Dalam Kitab Moh. Abu Zahroh, al-Jarimah wa al-Ugiibah dalam

figh Islam menjelaskan tentang bagaimana sanksi terhadap pelaku, yaitu

10w pembunuh bayaran" , Fakta : Jawa Tengah, 2000.

"' < Abd al-Qadir ‘Audah, at-Tasyri' al-Jind'i....,him. 14.



dalam syari’at Islam pelaku pembunuhan tidak termasuk kategori orang yang
bersalah."

Adapun buku lainnya yaitu figh Islam yang mencakup (muamalat,
munakahat faroid dan jinayah). hukum perdata dan pidana Islam beserta
kaidah-kaidah hukumnya oleh H. Moh. Anwar bahwasanya akan mengupas
tentang sanksi yang mana antara orang yang menyuruh dengan pelakunya
mengetahui yang akan dibunuh itu adalah manusia, maka kedua-duanya
mendapat gishas."

Sedangkan menurut Haliman dalam bukunya tentang hukum pidana
syari'at Islam mengatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh orang
yang menyuruh berbuat, sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh
seorang mukallaf selaku mubasyir, walaupun dalam kenyataannya orang yang
menyuruh tidak turut ambil bagian dalam perbuatan pidana tersebut secara
fisik.

Beberapa buku lainnya yang membahas tentang judul skripsi di atas,
intinya hanya menganalisis bagaimana pertanggungjawaban antara pelaku
pembunuhan dengan si pesuruh. Maka dalam penelitian penulis, suatu
hukuman dalam tindak pidana pembunuhan hanya dari unsur-unsurnya saja

tidak menganalisis secara keseluruhan.

12 pfuhammad Abii Zahrah, al-Jarimah wa al-Uqtibah al-Figh al-Islam, (Beirtt: Dar al-
Fikr, t.t), him. 6.

13 4 Muhammad Anwar, Figh Islam Tentang Mu'amalah, Munakahat, Faroidh dan
Jinayah, Hukum Pidana dan Perdata serta Hukumnya, (Bandung: Bulan Bintang, 1994), hlm. 248.



E. Kerangka Teoritik.

Pengertian tindak pidana dalam KUHP adalah suatu perbuatan
pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan bagian dari tiap-tiap
orang dalam melakukan perbuatan itu sifatnya berlainan. Pembunuhan ini
termasuk dalam penyertaan yang mana penyertaan dapat terjadi sebelum
perbuatan dilakukan/ tidak dilakukan dengan jalan mempengaruhi orang
lain.sedemikiannya untuk melakukan perbuatan pidana (menyuruh
melakukan dan menganjurkan), atau dengan jalan memberikan upaya
kepada orang lain untuk dapat melaksanakan perbuatan pidana yang
dimaksud.

Pengertian tentang penyertaan atau deelneming tidak ditentukan
secara tegas di dalam KUHP tersebut bentuk-bentuk penyertaan Pasal 55
ayat (1) menentukan bahwa dipidana sebagai pembuat atau dader dari
suatu perbuatan pidana adalah :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta
melakukan perbuatan (pleger, doenpleger, en medepleger).

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,
ancaman atau penyesatan, sengaja menganjurkan orang lain supaya
melakukan perbuatan pidana (uitlokker)".

Menurut HR berdasarkan Pasal 47 Sr maka orang yang melalui

orang lain menyuruh melakukan suatu perbuatan pidana, adalah perantara

14 Aruan Sakidjo,Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi (Jakarta
- Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 141.
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tersebut tidak memiliki persyaratan pribadi untuk dapat ditanggung
jawabkan sendiri atas yang dilakukannya. B

Pada umumnya dalam membahas unsur-unsur tindak pidana
terdapat beberapa unsur yaitu subyek, perbuatan dan akibat, sifat melawan
hukum, kesalahan unsur khusus dari suatu tindak pidana.

KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana suatu
perkumpulan / korporasi dapat juga dikenakan hukuman pidana sebagai
subyek suatu tindak pidana. Dalam hal ini termasuk unsur akibat karena
menghilangkan atau mengakibatkan matinya orang lain. N

Dasar hukum dari pembunuh bayaran yang tercantum dalam
KUHP adalah meliputi beberapa pasal diantaranya : pasal 55, 338-340
meliputi :

Pasal 55 :
Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta
melakukan perbuatan (pleger, doenpleger, en medepleger).
Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman /
penyesatan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
pidana (uitlokker)".

Pasal 338 :

Barangsiapa yang sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena
pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.'®

15 Schaffmeister D, Hukum Pidana, (Y ogyakarta : Liberty, 1995) cet I : 253
1 Topo Santoso, Menggagas Hukum....hlm. 134.
7 Aruan Sakidjo,Hukum Pidana Dasar........ , hlm. 141.

'8 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Bogor : Pelita, 1996), him 240.
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Pasal 340.

Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan lebih  dahulu

menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan

direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penJara seumur hidup

atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun. .

Alasan Pembenar, alasan Pemaaf dan alasan Penghapus penuntutan
Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan ini
dibeda-bedakan menjadi :

1. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan
hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu
menjadi perbuatan yang patut dan benar.

2. Alasan pemaaf : yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa.
Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan
hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana tetapi dia tidak dipidana
karena tidak ada kesalahan.

3. Alasan penghapus penuntutan : disini soalnya bukan ada alasan
pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai
sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan
tetapipemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau

kemamfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan

penuntutan.

19 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Bogor : Pelita, 1996), hlm 241.
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Menurut M.v.T alasan-alasan penghapus pidana dibagi menjadi :
a. Alasan-alasan yang terdapat dalam batin terdakwa, yaitu Pasal 44
KUHP.

b. Alasan-alasan yang diluar, yaitu Pasal 48-51 KUHP.

Sedangkan pembunuhan menurut Wojowasito” dalam hukum
pidana islam adalah perampasan nyawa sescorang, sedangkan menurut
‘Abd al-Qadir ‘Audah adalah perbutan seorang yang menghilangkan
hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain.jadi
pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh
orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota
badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk
menggerakkan tubuh.

Unsur-unsur kejahatan dalam hukum pidana Islam secara garis
besar dapat dibagi yakni : unsur-unsur dasar (umum ) dan unsur-unsur
khusus. Unsur-unsur dasar mencakup :

a. Al-Rukn al-Syar’iy atau unsur suatu perbuatan yang merupakan
kejahatan dan menentukan hukuman atasnya ('ketentuan syariat ).
b. Al- Rukn al- Madi atau unsur materil (essential element ) yaitu berupa

perbuatan, baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif.

2 Moeljatno, Asas-asas hukum pidana (Jakarta : PT Rineka Cipta,2000) hal 137-138

2! pembunuhan Menurut Wojowasito......
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c. Al-Rukn al-Adzaliy atau unsur budaya atau unsur moril (cultural
element) meliputi kedewasaan dapat bertanggung jawab dan dapat di
persilahkan pada diri pelaku ataupun yang menyuruh berbuat
sementara unsur khusus dari kejahatan tergantung pada sifat
kejahatannya” Adapun dalam hal ini tindak pidana termasuk
penyertaan yang mana maksudnya adalah suatu perbuatan yang
dilakukan oleh dua orang atau lebih, baik secara langsung atau tidak
langsung yang menyebabkan suatu jarimah. Penyertaan ini terbagi atas
dua yakni:

1) Penyertaan langsung: orang pertama, terlibat langsung menjadi
kawan nyata dalam perbuatan jarimah.

2) Penyertaan tidak langsung: orang kedua menjadi sebab terjadinya
jarimah, baik dengan menghasut atau karena ada kesepakatan.

Konsekuensi dari kawan nyata dari jarimah:

1) Jumhur Ulama: pada kasus-kasus tawafug, masing-masing hanya
bertanggung jawab  sesuai  dengan perbuatannya  pada
perbuatannya. Pada kasus-kasus tamatu’ semua bertanggung jawab
sebagai akibat perbuatannya secara keseluruhan.

2) Abu Hanifah: baik pihak tawafuq, maupun tamatu’ masing-masing

pihak hanya bertanggung jawab sesuai dengan perbuatannya.

2 Topo Santoso, Menggagas Hukum ....hlm 135
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Unsur-unsur penyertaan tidak langsung.

1) Perbuatan ini ada unsur maksiat.

2) Adanya cara mewujudkan perbuatan (kesepakatan, hasutan atau
memberi bantuan).”

Ada beberapa kemungkinan pertalian langsung dan tidak langsung
dalam penelitian ini penulis menganalisis bahwasanya tindak pidana
tersebut termasuk pada pertalian tidak langsung karena adanya
kesepakatan antara kedua belah pihak, yang mana pertalian tidak
Jangsung ini lebih kuat dari pertalian langsung akan tetapi perbuatan
langsung tidak berlawanan dengan hukum. Misalnya: saksi palsu yang
menyebabkan orang lain dihukum mati, eksekutor lemah dibanding
dengan pemberi saksi palsu, dana pelaksanaan termasuk pidana diyat
dalam bentuk pernyataan.

Sanksi
Turut berbuat jarimah tidak langsung adalah seperti orang yang
menyuruh orang lain untuk membunuh orang ketiga, dalam kasus ini
menurut para Ulama di kalangan Maliki, Syafi’i dan Ahmad Hanafi,
orang yang menyuruh itulah yang dianggap sebagai pelaku pembunuhan
karena orang yang disuruh itu hanya sebagai alat yang digerakkan oleh si

pesuruh.

23 A Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), hlm 12.
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Menurut Abu Hanifah pesuruh tidak dianggap sebagai pelaku
langsung kecuali bila suruhannya itu sudah sampai pada tingkat paksaan.
Di dalam kasus suruhan yang tidak sampai pada tingkat paksaan, yang
disuruh itu harus bertanggung jawab atas kematian korban, sedangkan
yang menyuruh dikenakan sanksi ta’zir.* Dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana dikatakan bahwa pembunuh bayaran ini termasuk pada
Pasal 55 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan orang yang menyuruh
melakukan (doenpleger). Ada dua yang menyuruh dengan yang disuruh.
Sedangkan lainnya bisa termasuk witlokker atau orang yang dengan
pemberian salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dengan
sengaja membujuk melakukan perbuatan itu akan tetapi walaupun ini
pembunuh bayaran dan dia tetap dikatakan pembunuhan terdapat dalam
Pasal 338.

Pada tema skripsi di atas termasuk pada pembunuhan sengaja
yang mana pada persepsinya orang yang membunuh dalam niat berencana.
Akan tetapi bukan seorang pelaku pembunuh tersebut melainkan
seseorang atau suruhan (obyeknya orang lain). Sedangkan bagi pelaku
pembunuhan dalam syariat Islam tidak termasuk pada kategori orang yang
bersalah akan tetapi pesuruh lebih berat hukumannya dari pada pelaku
dalam kitab Muhammad Abu Zahrah yaitu al-Jarimah wa al-Uqibah al-

figh al- Islam.”

2 A. Djazuli, Figh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, (Jakarta:
Grafindo, 1997), cet. 11, him. 18.

25 Abii Zahrah, al-Jarimih wa al-Ugubah....him. 82.



16

Sedangkan persepsinya dari buku lain mengatakan bahwa
hukuman atau sanksi terhadap pembunuhan bayaran atau memaksa orang
lain untuk membunuh orang adalah:

1. Kalau orang yang memaksa dan yang dipaksa itu mengetahui bahwa
yang akan dibunuh itu memang manusia, maka kedua-duanya harus
digishas.

2. Kalau orang yang memaksa itu memang bermaksud membunuh
kepada orang tertentu. Sedangkan orang yang dipaksa melakukan tidak
mengetahuinya maka orang yang memaksa atau yang menyuruh harus
digishas dan orang yang disuruh didenda setengah dendaan.’
Sedangkan bila dikaitkan dengan hukuman positif adalah hanya sedikit
persamaan, menurut Pasal 55 KUHP baik pesuruh maupun penghasut

diancam dengan pidana yang sama sebagai pelaku.

F. Metode penelitan
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research)
yang bersumber dari data atau bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan
topik permasalahan yang diangkat, yaitu berkenaan dengan Tindak Pidana

Pembunuh Bayaran dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

26 1. Moh. Anwar, Figh Islam...,hlm. 248.
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2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, ~yaitu berusaha
memberikan gambaran yang jelas terhadap pembunuh bayaran dan
menganalisis persoalan secara metodologis berdasarkan perspektif Hukum
Pidana Islam.
3. Pendekatan Penelitan
Penelitan ini menggunakan pendekatan nomatif, yaitu suatu usaha
untuk mencoba mengelaborasi dengan menganalisis pemikiran hukum
Islam yang berkenaan pertanggungjawaban hukum pidana dalam

pembunuh bayaran tersebut.

4. Sumber data

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi
ini terdiri dari dua kategori, yaitu:
1) Data Primer
Yaitu data pokok, berupa peraturan-peraturan hukum yang menyangkut
masalah pembunuh bayaran dalam hukum pidana Islam.
2) Data Sekunder
Yaitu data dan pembahasan dari buku-buku yang ada kaitannya dengan
pembahasan skripsi ini antara lain: Kitab at-Tasyri’ al-Jind'i al-Islami,
karya ‘Abd al-Qadir ‘Audah, Menggagas Hukum Pidana Islam karya

Topo : Santoso, kitab al-Jarimah wa al-Ugiibah dalam figh Islam karya
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Abu Zahrah, Pokok-pokok Hukum Islam karya. Darsono, Figh al-Sunnah
10 karya As-Sayyid Sabiq dan sebagainya.
5. Analisis data
Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode
berpikir deduktif, yang mana yang dimaksud secara deduktif adalah
bagaimana syariat Islam memandang terhadap permasalahan pertanggung

jawaban seorang pembunuh atas suruhan orang lain.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dibagi supaya lebih rinci,
penulisan menguraikan isi kandungan tulisan ini dalam masing-masing bab,
yaitu: Bab pertama : berupa pendahuluan yang mengantarkan pembaca pada
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitan,
tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitan dan sistematika
pembahasan. Bab kedua : berisikan tinjauan Islam tentang pembunuh bayaran
yang meliputi: pengertian dan dasar hukumnya, kriteria pembunuhan bayaran
serta unsur-unsur dan sanksi pembunuhan. Bab ketiga : pembunuh bayaran
dalam hukum positf yang mencakup pengertian dasar hukumnya, bentuk-
bentuk penyertaan diantaranya secara langsung dan secara tidak langsung
serta syarat dan sanksi pembunuhan. Bab keempat : analisa tentang pembunuh
bayaran yang menganalisis tentang pertanggung jawaban pidana dan sanksi
dalam hukum Islam dan hukum positif. Bab kelima : berupa bab penutup

yang membahas kesimpulan dan saran-saran .



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab
sebelumnya. Mengenai tindak pidana pembunuh bayaran dalam perspektif
hukum pidana Islam, maka dapat ditarik kesimpulan, diantaranya :

1. Pembunuhan bayaran ini dalam KUHP termasuk pada penyertaan, pada
penyertaan yang dimaksud adalah pelaku dan menyuruh melakukan, dalam
hal ini baik pembunuhan bayaran dengan pelaku sama-sama melakukan
tindakan kejahatan, akan tetapi mendapat imbalan. Pada pandangan Hukum
positif kedua-duanya di Hukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukan,
bagi pembunuhan bayaran dikenakan Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP,
karena telah melakukan pembunuhan. Sedangkan pelaku yang sebenarnya
atau yang menyuruh melakukan dikenakan Pasal 55 KUHP. Kedua pelaku
tersebut mendapat Hukuman kurungan atau disebut juga Hukuman penjara
paling lama lima belas tahun untuk yang menytiruh melakukan, sedangkan
bagi pembunuhan bayaran bisa mendapat keringan dengan Hukuman 8-10
Tahun penjara.

2. Pertanggungjawaban pidana tersebut ditegakkan atas tiga hal, yaitu :

a. adanya perbuatan yang dilarang

b.dikerjakan dengan kemauan sendiri

57
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¢. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.”

Kalau ketiga perkara tersebut ada maka terdapat pula pertanggungjawaban
pidana, akan tetapi kalau tidak ada maka tidak ada pula pertanggungjawaban
pidana. sedangkan dalam hal ini adanya perbuatan yang dilarang yaitu
melakukan pembunuhan akan tetapi tidak dikerjakan sendiri melainkan
bersama-sama dan mencapai kesepakatan dengan diberi imbalan baik harta
ataupun berbentuk uang

Tindak pidana pembunuh bayaran ini termasuk pada pembunuhan sengaja.
Karena direncanakan hanya saja pelakunya tidak melakukan pembunuhan
tersebut akan tetapi menyuruh orang lain sebagai pelaku yang merupakan
alat untuk digerakkan kapan saja berdasarkan imbalan sesuatu.
Berdasarkan dalam hal inilah pertanggungjawaban pidananya dibatasi hanya
sampai pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh walaupun
maksud orang yang menyuruh lebih jauh dari pada perbuatan yang terjadi
dan bertanggung jawab tidak lebih dari yang memang disuruh lakukan pada
orang lain. Adapun pembunuhan ini terjadi karena ada kesepakatan antara
kedua belah pihak, antara pelaku dengan yang menyuruh melakukan. Dan
dasar hukumnya yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana yaitu Pasal 338 ayat 1-3 tentang pembunuhan ataupun
menghilangkan nyawa seseorang, Pasal 340 ayat 1 menjelaskan
pembunuhan sengaja atau yang direncanakan, Pasal 350 membahas

hukuman karena pembunuhan direncanakan. Dan tidak lupa pula dengan

U A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm 173
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karya Moeljatno dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai
pembunuhan yang mana lebih menekankan pada pelaku yang menyuruh
melakukan.

Pembunuhan dapat dikategorikan sebagai sebuah delik bilamana perbuatan
tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa sescorang. Tindak pidana
pembunuhan dapat dikategorikan sebagai suatu delik yang disengaja dan
dapat diancam dengan hukuman tertentu bila terdapat di dalamnya suatu
ketentuan yang telah diatur dalam sistem hukum KUHP dengan pasal-pasal
yang terdapat dalam kitab undang-undang tersebut.

. Sanksi dalam pembunuhan ini pada pandangan pidana dalam hukum Islam
seorang pelaku dapat dijatuhi hukuman atau sanksi apabila pelaku adalah
orang yang dianggap mampu menanggung beban tanggung jawab dalam
menerima perintah agama.

Menurut Abu Hanifah dalam pertanggungjawaban pidananya penyuruh
tidak dianggap sebagai pelaku langsung kecuali bila suruhannya itu sudah
sampai pada tingkat paksaan, yang disuruh itu harus bertanggung jawab atas
kematian korban sedangkan yang menyuruh dikenakan sanksi ta’zir.
berlakunya hukum gisas dalam hal ini adalah yang menyuruh harus
dikenakan hukum gisas kecuali ada unsur pemaaf dari pihak korban
Sedangkan bagi pelaku pembunuhan dalam syari'at Islam tidak termasuk
pada kategori orang yang bersalah, akan tetapi si pesuruh lebih berat
hukumannya dari pada pelaku di dalam kitab Moh. Abu Zahrah yaitu al-

Jarimalr wa al 'Uqubah fi Figh Islam.
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Sedangkan persepsinya dari buku lain mengatakan bahwa hukuman atau
sanksi terhadap pembunuh bayaran atau memaksa orang lain untuk
membunuh orang lain adalah:

a. Kalau orang yang memaksa dan yang dipaksa itu mengetahui bahwa
yang akan dibunuh itu memang manusia maka kedua-duanya harus di
qishash.

b. Kalau orang yang memaksa itu memang bermaksud membunuh kepada
orang tertentu. Sedangkan orang yang dipaksa melakukan tidak
mengetahui maka orang yang memaksa atau yang menyurch harus
digishash dan orang yang disuruh didenda setengah dendaan’

Dalam hukum gishash pembunuh mempunyai kebebasan bukan dipaksa

yang mana jika membunuhnya dengan terpaksa, maka menurut hanafiyah

tidak digishash, tetapi menurut jumhur tetap digishash walaupun dipaksa.

Pada hukum positif hukuman yang akan dibetikan kepada pelaku

pembunuhan ataupun yang menyuruh melakukan sama-sama dikenakan

Pasal 338 KUHP menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan pada pelaku

pembunuhan dikenakan hukuman pokok atau hukuman penjara

sebagaimana yang sering disebutkan,yaitu maksimal 15 tahun penjara atau

bisa kurang dari lima belas tahun sedangkan pada pelaku sesungguhnya atau-

yang menyuruh hukumannya lebih berat dari pelaku langsung karena dia

adalah otak kejahatan yang sesungguhnya:

2 4. Moh. Anwar, Figh Islam, Tentang Muamalah, Munakahat, Faroid dan Jinayah,
Hukum
Pidana dan Perdata Serta Hukumny, (Bandung : Bulan Bintang, 1994) hlm 248
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B. Saran-saran

Akhirmya scbagai kata akhir, bahwa pertanggungjawaban  pidana
pembunuhan ini sangat luas sehingga kurangnya analisis ataupun pendapat
tentang itu apalagi sub-sub tertentu, Dan dalam hal ini saran yang utama
adalah mengantisipasi kejahatan yang ada di Negara kita, agar tindak pidana
ini tidak bisa menjadi kejahatan yang sembunyi dalam monumen tertentu,
karena tidak beraninya untuk berhadapan dengan hukum. Seperti tindak
pidana korupsi itu sudah dibuka sehingga menjadi kasus dalam tiap
pergantian pemimpin negara. Beda pula dengan tindak pidana pembunuhan
ini terkadang pelakunya tidak harus dihukum dengan hukuman penjara atau
kurungan, bisa jadi berapapun hukuman yang diberikan kepada si pelaku
tidak membuat jera. oleh karena itu didalam hukum pidana Islam mengenal
hukum gishas, yaitu hukuman balas dendam adalah nyawa dibalas dengan
nyawa.

Sedangkan dalam hukum positif atau KUHP bisa dipidana mati. Untuk
selanjutnya bisa dapat menghukum pelaku pembunuh bayaran dan otak dan
pelaku yang sebenarnya, karena baik dalam hukum pidana islam maupun
hukum positif baik pelaku pembunuh bayaran dengan orang yang menyuruh
melakukan sama-sama sebagai pelaku pembunuhan hanya saja kalau
didatam hukum pidana Islam adanya hukuman qishas tapi tergantung dari
pihak keluarga korban yang memaafkan perbuatan tersebut akan tetapi

qishas bisa dilakukan kalau pihak keluarga korban tidak memberikan maaf.
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Oleh sebab itu pada hukum positif orang yang menjadi pelaku
sesungguhnya hukumannya lebih berat dari yang melakukan pembunuhan
tersebut. Dan dalam pemikiran Oemar Seno Adji yang mengatakan bahwa
pembunuhan itu adalah suatu delik kekerasan.’

Dengan ini penulis menyarankan kepada lembaga-lembaga Advokat,
Pengadilan dan Mahkamah Agung untuk lebih menguatkan hukum yang ada
di Indonesia sehingga tidak adanya kesamaan yang merupakan keraguan
dalam mengadili terjadinya suatu tindak pidana. apalagi kita ketahui
pembahasan masalah tindak pidana khususnya yang bersangkutan dengan
judul ini sangat sedikit sekali. Akan tetapi kalau pembahasan masalah
pembunuhan mencakup banyak, karena pembunuhan ini terbagi menjadi 3
yaitu, pembunuhan sengaja, semi sengaja, pembunuhan dengan kesalahan.
Pembunuhan ini juga termasuk pembunuhan sengaja karena terencana dan
sengaja dilakukan akan tetapi tidak mampu melakukan sendiri dan alat
terlaksananya pembunuhan ini adalah orang lain yaitu sebagai pelaku

langsung.

3 Oemar Seno Adji, Hukum Pidana Pengembangan, (Jakarta : Erlangga, 1985), hlm 16
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Lampiran I

Terjemahan Pembunuhan Bayaran

BAB1I

TERJEMAHAN

Dan bagi kamu dalam qishas ada kehidupan (keselamatan
jiwa) hai orang-orang yang berpikir supaya kamu bertagwa.

BAB 11

HLM

FN

TERJEMAHAN

20

| mendapat pertolongan.

Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkanoleh Allah
(membunuhnya), kecuali dengan suatu alas an yang
dibenarkan dan barang siapa yang dibunuh secara zalim,
sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli
warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas
dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang

I

22

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu gishash
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka
dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita
dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu
pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan)
mengikuti dengan cara yang baik, hendaklah (yang diberi
ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan
cara yang baik(pula). Yang demikian itu adalah suatu
keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa
yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang
sangat pedih.

)

Dan tidaklah layak seorang mukmin membunuh seorang
mukmin kecuali karena kesalahan (tidak sengaja), barang
siapa membunuh karena kesalahan, hendaklah dia
memerdekakan hamba sahaya yang beriman serta
menyerahkan diyat kepada keluarga si terbunuh, kecuali
keluarga si terbunuh menyedekahkannya.

Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan
sengaja maka balasannya adalah jahanam, kekallah dia
didalamnya. Allah memurkainya dan mengutuknya serta
menyedikan azab yang besar baginya.
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1.
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